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Tawarkan Opsi
Tukar Guling

dengan Pemprov

DONGGALA - DPRD
Kabupaten Donggala akhirmya
menyetujui usulan penghapusan
atau pelepasan sejumlah aset
tak bergerak milik Pemkab
Donggala yang berada di Kota
Palu dan di Banawa.
Persetujuan dewan itu
terungkap dalam rapat pa-
ripurna DPRD Donggala,
Selasa (13/3) kemarin.

Setelah panitia khusus
(pansus) satu DPRD Donggala
bekerja selama sepeken lebih.
Bahkan :sempat meminta
perpanjangan waktu untuk
menyelesaikan tugasnya.

Rapat paripurna yang
dipimpin oleh Wakil Ketua
DPRD Muhammad Nasir dan
didampingi Wakil Ketua DPRD
Namrud Mado itu sempat alot,
karena anggota dewan
mempertanyakan beberapa hal,
diantaranya status dan legalitas
hukum Yayasan Korpri
Donggala yang akan dihibahkan
tanah seluas 60 ribu meter bujur
sangkar untuk pembangunan
rumah PNS. “Perlu penjelasan
terkait badan hukum yayasan
korpri sebagai penerima hibah
aset ini,” ungkap H Gosetra,
anggota dewan asal PAN.

Anggota dewan asal PPP

Iksan Suki mempertanyakan kebe-
radaan dan status aset lainnya,
termasuk pasar
Pantoloan dan
Pasar Tawaeli
milik Pemkab
Donggala di
Kota  Palu.
Mahmud
Tahawi, asal
PDIP juga me-
minta agar de-
wan diberi data
lengkap terkait
aset Pemkab

nantinya sebagai acuan harga jual
aset itu, harus melibatkan fraksi-
fraksi di DPRD
Donggala.
Ketua Pan-
sus Satu DPRD
Donggala
Abdul Muis
Yahya dalam
laporannya
mengatakan,
semula empat
aset tak ber-
gerak, yang
diajukan oleh

Donggala yang eksekutifuntuk
ada di Kota dibahas dewan,
Palu, baik aset ; tiga dianta-
yang sudah di- Abdul Muis Yahya ranya berada di
lepas, yang Kota  Palu

sudah dijual maupun yang belum
dilepas. “Ini perlu kami tahu
semua,” ujar Mahmud.

Terkait pelepasan aset di
Banawa yang akan dihibahkan ke
yayasan Korpri, Mahmud Tahawi
menilai terlalu prematur, dia juga
mengkritik ~ pembangunan
perumahan PNS di atas tanah yang
akan dihibahkan tersebut. Yang
bertujuan untuk memindahkan
PNS dari Palu ke Banawa.

Kata dia, yang perlu pindah itu,
harus mulai dari Kepala dan
Sekretaris SKPD, kemudian
kepala bidang dan kepala seksi.
“Jangan dimulai dari staf, tapi
harus pimpinan yang memberi
contoh,” jelasnya.

Selain itu, sejumlah anggota
dewan lainnya berharap agar
dalam menghitung harga satuan

yakni aset lokasi atau lahan di
Jalan Jati Banawa seluas 60 ribu
meter bujur sangkar, lahan dan
gedung di jalan Cikditiro Palu
Timur yang merupakan eks
kantor Dinas Pekerjaan Umum
(PU), lahan dan bangunan di
jalan Pramuka Palu Timur yang
merupakan eks kantor Koperasi,
UKM, Perindustrian dan
Perdagangan, dan lahan dan
bangunan di jalan Dewi Sartika
Palu Selatan yang merupakan
Eks Kantor Dinas Nakertrans.
Namun dalam pembahasan
pansus satu terang Muis, ada satu
lagi aset tak bergerak yang
dimasukan eksekutif untuk
dibahas oleh pansus satu yakni
lahan dan bangunan di Jalan MT
Haryono yang merupakan eks
kantor Dinas Sosial Kabupaten

Donggala dengan luas 4.194
meter persegi.

Saat ini eks kantor Dinas Sosial
Kabupaten Donggala ini, telah
ditempati berkantor oleh BPBD
Provinsi Sulteng, sehingga
sebagian anggota dewan
mempertanyakan rencana
pelepasan aset itu, karena sedang
ditempati oleh pihak Pemprov
Sulteng. Dalam rapat paripurna
dewan kemarin, bahkan
berkembang opsi tukar guling
dengan Pemprov Sulteng.

“Ada dua opsi untuk Pemprov
yakni ikut tender jika telah dilelang,
tapi kemungkinan aset itu bisa
lepas, dan opsi tukar guling, yakni
kami dibangunkan gedung di
Banawa oleh Pemprov Sulteng,
sehingga eks kantor Dinas Sosial
itujadi milik Pemprov,” jelas Muis
kepada Radar Sulteng saat ditemui
usai paripurna.

Rapat paripurna dewan itu,
turut dihadiri oleh Sekkab
Donggala H Kasmuddin
mewakili Bupati H Habir
Ponulele dan sejumlah SKPD di
jajaran Pemkab Donggala.
Sementara jumlah anggota
DPRD yang tidak hadir ada 11
orang, yakni Soraya Sultan
(PDIP), Sitti Aminah (Gerindra),
Kurnia (Gerindra), Aminuddin
Lapase (Gerindra), Kaharuddin
Karding (PKB), Tahir H Siri
(PKS), Naswin (Demokrat),
Mukramin (Demokrat), Mesra
Kalalo (Hanura), Talha Aluman
(PBB), dan Ahmad Mardjanu

- (Golkar).(fer)










